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Abstrak  

Peningkatan perlindungan tenaga kerja adalah merupakan wahana yang harus diciptakan 

bagi setiap insan khususnya tenaga kerja baik yang melakukan pekerjaan dalam hubungan 

kerja langsung maupun tidak langsung. Dalam penelitian ini menggunakan metode 

literature, dimana informasi yang didapatkan berasal dari jurnal-jurnal yang sejenis, dan 

sumber lainnya yang didapat dari internet. Hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa. 

Pemutusan Hubungan Kerja diatur secara rinci dan jelas dalam Undang-Undang No.13 

Tahun 2003 dalam Pasal 164 ayat (3) yang menyatakan: “Pengusaha dapat melakukan 

pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup yang 

disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, 

atau keadaan memaksa (force majeur)”. 

Kata Kunci : Perlindungan, Tenaga Kerja 

 

PENDAHULUAN  

Setiap tenaga kerja di berikan kesempatan untuk memperoleh kesempatan pekerjaan yang 

sesuai dengan kemampuan dan keahliannya serta diberikan upah/penghasilan yang layak 

sehingga dapat menjamin kesejahteraan dirinya beserta keluarga yang menjadi 

tanggungannya (Yusuf, 2021). Dengan demikan perlindungan kerja dapat dilakukan baik 

dengan jalan memberikan tuntunan, santunan maupun dengan jalan meningkatkan 

pengakuan hak– hak asasi manusia, perlindungan fisik dan social ekonomi melalui norma 

yang berlaku dalam suatu perusahan (Sutedi, 2009) (Ribhan & Yusuf, 2016). Peningkatan 

perlindungan tenaga kerja adalah merupakan wahana yang harus diciptakan bagi setiap 

insan khususnya tenaga kerja baik yang melakukan pekerjaan dalam hubungan kerja 

langsung maupun tidak langsung (Anggarini, Putri, et al., 2021). Uraian-uraian ini maka 

jaminan sosial tenaga kerja yang sekarang dikelola Badan Hukum Penyelenggara Jaminan 

Sosial (BPJS) akan berperan aktif sebagai perwujudan aspirasi perlindungan ketenaga 

kerjaan yang mempunyai dampak positif terhadap usaha-usaha peningkatan disiplin kerja 

dan peningkatan produktivitas tenaga kerja (Putri & Ghazali, 2021). Pemberi Kerja termasuk 

pemberi kerja, Pengurus Yayasan/Koperasi dan Usaha mandiri sebagaimana diatur dalam 

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS adalah wajib mendaftarkan 

dirinya dan pekerjanya di BPJS, di samping itu pemberi kerja wajib memperhatikan 

peningkatan kesejahteran tenaga kerja berdasarkan kemampuan dan kemajuan yang 

dicapai permberi kerja (Putri, 2021). Asuransi tenaga kerja ini pada awalnya merupakan 

perwujudan dari peraturan tersebut. Pemerintah Nomor 33 Tahun 1997 sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 (ANGGARINI & PERMATASARI, 2020). “Perusahaan harus 

menerapkan program asuransi ketenagakerjaan dengan (Lina & Permatasari, 2020). 

Mengasuransikan karyawan yang dipekerjakan oleh perusahaan dalam kompensasi pekerja 
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dan program asuransi jiwa dan melalui pemenuhan kewajiban program tabungan hari tua 

kepada sponsor menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan pada Pasal 99 Ayat (1) 

dikatakan bahwa setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak memperoleh jaminan sosial 

tenaga kerja, kemudian Pasal 15 Ayat (1) Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lina & Permatasari, 2020), yang menyebutkan  

“Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjannya sebagai 

peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai dengan program jaminan sosial 

yang di ikuti” (LIA FEBRIA LINA, 2019). Adanya perlindungan tenaga kerja adalah untuk 

memberikan perlindungan keselamatan bagi pekerja/buruh pada saat bekerja, sehingga 

apabila di kemudian hari terjadi kecelakaan kerja pekerja/ buruh tidak perlu khawatir 

karena sudah ada peraturan yang mengatur keselamatan bekerja dan tata cara penggantian 

ganti rugi dari kecelakaan kerja tersebut (Permatasari, n.d.). Kecelakaan kerja adalah 

kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam 

perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan 

oleh lingkungan kerja (Defia Riski Anggarini, 2020). Kecelakaan kerja merupakan resiko 

yang harus dihadapi oleh tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya (Permatasari & 

Anggarini, 2020). 

 

KAJIAN PUSTAKA  

Pengertian Perlindungan Tenaga Kerja 

(Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003). Tenaga Kerja yaitu setiap orang 

yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk 

memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk kebutuhan perlindungan tenaga kerja bagi 

pekerja sangatlah penting karena sesuai dengan pelaksanaan amanat Undang–Undang 

Dasar Tahun 1945 (Maryana & Permatasari, 2021), khususnya Pasal 27 Ayat (2) Tentang hak 

warga Negara atas pekerja dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Ahluwalia et al., 

2021). Mengingat betapa pentingnya peran ketenagakerjaan bagi lembaga atau badan milik 

usaha Negara maupun swasta dalam upaya membatu tenaga kerja untuk memperoleh hak-

haknya (Damayanti et al., 2020). Rumusan permasalahan dalam penulisan ini adalah 

bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap tenaga kerja berdasarkan Undang- 

Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 

(Suwarni & Handayani, 2021) dan bagaimanakah pertanggungjawaban dari pemberi kerja 

apabila ada tenaga kerja yang tidak terdaftar sebagai peserta BPJS (Anggarini, 2021). Hasil 

penelitian penulisan ini adalah perlindungan bagi pekerja dalam Undang-Undang BPJS 

adalah adanya kewajiban bagi pemberi kerja untuk mendaftarakan tenaga kerjanya ke 

dalam kepesertaan BPJS (Ahluwalia, 2020) dan tanggung jawab pemberi kerja apabila tidak 

mendaftarkan kepesertaan BPJS adalah adanya sanksi mulai dari peringatan tertulis, denda, 

dan tidak dapat mendapatkan layanan publik tertentu (Anggarini, Nani, et al., 2021). 

Hukum-Hukum Ketenaga kerjaan 

Banyak rumusan Hukum Perburuhan/Hukum Ketenagakerjaan diberikan oleh para ahli 

hukum,maupun pendapat yang satu dan yang lainnya berlainan bunyinya. Rumusan 

diberikan antara lain dari : 

1. MOLENAAR 
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Hukum perburuhan/ARBEIDSRECHT adalah bagian dari hukum yang berlaku, yang 

pada pokoknya mengatur hubungan antara buruh dengan majikan (Riski, 2018), antara 

buruh dengan buruh dan antara buruh dengan penguasa (Larasati Ahluwalia, 2020). Pada 

pengertian tersebut hendaklah dibatasi pada hukum yang bersangkutan dengan orang-

orang yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja/bekerja pada orang lain (Octavia et al., 

2020). 

2. M.G. LEVENBACH 

Hukum Perburuhan adalah hukum yang berkenaan dengan hubungan kerja (Lina & 

Ahluwalia, 2021), di mana pekerjaan tersebut dilakukan di bawah pimpinan dan dengan 

keadaan penghidupan yang bersangkut paut dengan hubungan kerja (Fitranita & 

Wijayanti, 2020). Dalam pengertian tersebut hubungan kerja tidak hanya mengatur 

mereka yang terikat pada hubungan kerja saja, melainkan termasuk juga peraturan 

mengenai persiapan bagi hubungan kerja (Khamisah et al., 2020). Contohnya peraturan 

untuk magang. 

3. VAN ESVELD  

Hukum Perburuhan tidak membatasi hubungan kerja dimana pekerjaan dilakukan di 

bawah pimpinan saja (Nani et al., 2021), tetapi juga meliputi pekerjaan yang dilakukan 

oleh swa pekerja yang melakukan pekerjaan atas tanggung jawab dan resiko sendiri 

(Nani & Lina, 2022). 

4. MOK 

Hukum Perburuhan adalah hukum yang berkenaan dengan pekerjaan yang dilakukan 

di bawah lain dan dengan keadaan penghidupan yang langsung bergandenngan dengan 

pekerjaan itu (Nani & Ali, 2020). 

5. Prof. IMAN SOEPOMO 

Hukum Perburuhan adalah himpunan peraturan baik tertulis maupun tidak, yang 

berkenaan dengan kejadian di mana seseorang bekerja pada orang lain dengan 

menerima upah (Rahmawati & Nani, 2021). Himpunan peraturan tersebut hendaknya 

jangan diartikan seolah-olah peraturan perburuhan telah lengkap dan telah dihimpun 

secara sistematis dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perburuhan Peraturan yang 

tertulis seperti : Undang -Undang, Peraturan Pemerintah dan lain-lainya tentu tidak 

akan fleksibel dalam setiap waktu (Lina & Nani, 2020). 

 

METODE  

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode literature. Metode literatur 

atau studi kepustakaan dilakukan dengan mencari data atau informasi riset melalui 

membaca jurnal ilmiah, buku-buku referensi dan bahan bahan publikasi yang tersedia di 

perpustakaan maupun internet (Fadly & Wantoro, 2019)  (Rosmalasari, 2017). Adapun 

sifat dari penelitian ini adalah analisis deskriptif, yakni penguraian secara teratur data yang 

telah diperoleh, kemudian diberikan pemahaman dan penjelasan agar dapat dipahami 

dengan baik oleh pembaca (Sari & Sukmasari, 2018). Peneliti menggunakan beraneka 

variasi sumber pustaka dan data sensus internet yang membeberkan seputar tanggungjawab 

sosial dalam manajemen. Untuk memperoleh data/isu penulis mengolah data dari beraneka 
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variasi sumber isu internet. Berbagai macam variasi dan sumber rujukan yang tersedia 

menciptakan penulisan artikel ilmiah ini berjalan dengan baik. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa. Pemutusan Hubungan Kerja 

diatur secara rinci dan jelas dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 dalam Pasal 164 

ayat (3) yang menyatakan “Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja 

terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami 

kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (force 

majeur)” (Nani, 2019), dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 

1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) 

kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 

ayat (4)” (Nani, 2020). Banyak pihak yang menafsirkan bahwa salah satu alasan yang dapat 

digunakan perusahaan untuk melakukan PHK terhadap pekerjanya adalah karena 

“melakukan efisiensi” (View of Exploring the Relationship between Formal Management Control 

Systems, Organisational Performance and Innovation_ The Role of Leadership Characteristics.Pdf, 

n.d.). Padahal, sebenarnya Undang-Undang Ketenagakerjaan sendiri tidak pernah mengenal 

alasan PHK karena melakukan efisiensi (Novita & Husna, 2020b). Kesalahan penafsiran 

tersebut mungkin terjadi karena banyak pihak yang kurang cermat membaca redaksional 

pada ketentuan yang ada (Novita & Husna, 2020a). Dengan kondisi ini sering sekali 

dijadikan celah oleh pihak perusahaan untuk menghilangkan hak warga negara untuk 

bekerja sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (2) UUD 1945; “Setiap orang berhak untuk 

bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja” 

(Novita et al., 2020). Sebab, pekerja dapat setiap saat di PHK dengan dalih efisiensi meski 

tanpa kesalahan dan kondisi perusahaan dalam keadaan baik sekalipun (Fauzi et al., 2020). 

“Karena itu, Pasal 164 ayat (3) inkonstitusional. Tanggapan lain menyatakan bahwa tujuan 

perusahaan melakukan PHK dengan alasan efisiensi dilatarbelakangi oleh tujuan untung 

mengurangi beban perusahaan supaya dapat tetap beroperasi (Strategi Pengembangan Bisnis 

Usaha Mikro Kecil Menengah Keripik Pisang Dengan Pendekatan Business Model Kanvas, 2020). 

Sehingga seperti dalam kondisi krisis global yang mengharuskan pengurangan pekerja, 

pengusaha tidak perlu khawatir melakukan PHK karena efisiensi sebab ada alasan hukum 

pasal 164 ayat (3) UndangUndang No. 13 Tahun 2003. Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 

tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Fauzi et al., 2021), istilah sengketa 

yang digunakan adalah perselisihan atau perselisihan hubungan industrial (Pratama et al., 

2022). UU PPHI Pasal 1 angka 1 menyatakan: “Perselisihan Hubungan Industrial adalah 

perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan 

pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya 

perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan 

kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan” 

(Sedyastuti et al., 2021). 

Pasal 1 angka 4 UU PPHI menyatakan  “Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah 

perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran 

hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak” (Suwarni et al., 2021). 
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SIMPULAN DAN SARAN  

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil yang telah peneliti lakukakn maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

Perlindungan terhadap tenaga kerja merupakan hal yang  paling utama pada 

ketenagakerjaan. Langkah awal dari sebuah perjanjian kerja yang dilakukan oleh 

pengusaha serta pemberi tenaga kerja, pelaksanaan hak dan kewajipan pun sebagai titik 

tumpu dalam hal ini. proteksi terhadap pekerja/buruh dimaksudkan buat menjamin 

terpenuhinya hak-hak dasar pekerja/buruh serta menjamin kesamaan kesempatan dan 

perlakuan tanpa subordinat atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan 

pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan 

global usaha. persoalan ketenagakerjaan dapat muncul karena beberapa faktor seperti 

pendidikan, kesempatan kerja juga pertumbuhan ekonomi yang cukup rendah. Hal ini 

dialami oleh banyak negara yang termasuk Indonesia, sebab hingga saat ini masih banyak 

pengangguran atau lebih tepatnya lagi orang yang tidak bisa bekerja karena minimnya 

lapangan pekerjaan. Sedangkan pada menghadapi persoalan-masalah tadi energi kerja yang 

sejatinya adalah galat satu engine utama dalam berputarnya roda perekonomian acapkali 

berada di Pihak yg tidak terlindungi hak dan kepentingannya. Perlindungan terhadap energi 

kerja dapat dikupas tuntang dalam Undang-Undang No.13 tahun 2013 ihwal 

Ketenagakerjaan menggunakan segala klasifikasi dan lebih jelasnya terhadap pengusaha 

maupun tenaga kerja. di pelaksanaannya, pelaku perjuangan dan tenaga kerja mengikatkan 

diri pada suatu hubungan hukum melalui ikatan atau sebuah perjanjian kerja yg sudah 

disepakati oleh ke 2 belah pihak sinkron menggunakan peraturan perundang-undangan 

ketenagakerjaan yang berlaku. 
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